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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA DEPOK,
bahwa  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah
terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah;
bahwa  berdasarkan Undang-undang  Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan
bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);



Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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17.

18.
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20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013
Nomor 25 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan
Pengembangan  Wilayah Metropolitan dan  Pusat
Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2
Tahun 2011);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015
tentang Rencana  Perlindungan Dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2015 Nomor 9);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2016 - 2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Depok.

Walikota adalah Walikota Depok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Bappeda, adalah OPD Daerah yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Perencanaan Pembangunan di Kota Depok.

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab  terhadap  pelaksanaan  tugas
pemerintahan di bidang tertentu.

8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau

Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.
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Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang,
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum
yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil
Pembangunan.

Dunia Usaha adalah usaha Mikro, usaha kecil, usaha
menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia.

Perencanaan adalah suatu Proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen Perencanaan
selama periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya
disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan Jangka Panjang Kota Depok.

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah, yang
selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja tahunan daerah
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya
disingkat RTRW Kota Depok adalah hasil perencanaan tata
ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang
Kota Depok untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD,
adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode S (lima)

tahun.
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20.
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23.

24.

25.

26.

27.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh

komponen di Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir Periode Perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa

yang akan datang.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan Program-

program Indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan Visi dan
misi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh OPD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur Spesifik secara
kuantitatif dan/atau Kualitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
Darnpak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja

suatu kegiatan.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu

kegiatan.



28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan :

a. Penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam
Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program
Prioritas Kepala Daerah dan arah Kebijakan Keuangan
daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025; dan

b. dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh komponen  pelaku
Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan

Daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk

menetapkan pedoman Perencanaan sebagai acuan dalam :

a. penyusunan  Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan

Perencanaan Penganggaran; dan

b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan
Nasional, Provinsi dan Kota serta dengan Kabupaten/Kota

yang berbatasan.



BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan Hukum, hubungan antar

Dokumen, Sistematika Penyusunan, Maksud dan Tujuan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK
Memuat telaahan terhadap kondisi Kota Depok dari aspek
Geografi dan Demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,

aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA
DEPOK

Memuat Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap Kinerja
keuangan masa lalu, kebijakan Pengelolaan Keuangan masa

lalu dan Kerangka pendanaan.

BAB IV : ISU-ISU STRATEGIS
Memuat tantangan dan permasalahan Pembangunan yang akan

dihadapi selama 5 (lima) tahun dan Isu Strategis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat Visi dan Misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu
S (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari misi tersebut.
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan arah Kebijakan Pembangunan
Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja

serta tahapan pencapaian.

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan hubungan antara Kebijakan umum yang berisi
arah kebijakan pembangunan berdasarkan Strategi yang dipilih
dengan target Capaian Indikator Kinerja dan program

Pembangunan Daerah.



BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN
PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program Prioritas serta Kebijakan
Keuangan Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Pendanaan

selama 5 (lima) tahun.

BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH

memuat Indikator Kinerja Daerah yang memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan
daerah, dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan,
layanan dan daya saing. Ukuran keberhasilan ditunjukan dari
akumulasi pencapaian Indicator Outcome Program
Pembangunan Daerah setiap tahun sehingga kondisi Kinerja

yang diinginkan pada akhir Periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X : PENUTUP

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH
Pasal 5
Isi dan uraian RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok
Tahun 2016-2021.
(2) Tata cara pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJM
Daerah Kota Depok 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Depok.
Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Agustus 2016
WALIKCOTA DEPOK,
TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(8/145/2016)
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-
masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi
keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia
secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi
bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Pembangunan
Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan
nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021
merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kota Depok Tahun 2016-
2021 merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari pelaksanaan

RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025.

RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan
daerah.Program prioritas meliputi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
program lintas OPD dan program kewilayahan. Proses penyusunannya menggunakan
empat pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik,
partisipatif, serta atas-bawah (top-down)dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan
politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu
rencanakarena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu,
rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang
ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye yang dimasukan ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik
dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan
dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan
atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui
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musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten/Kota, kecamatan, dan
Kelurahan.

RPJMD 2016 - 2021 ini disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tataruang dengan
rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan
dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan
nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dokumen RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

paling lama enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah,
lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Depok Tahun 2016-2021
memiliki nilai Strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Depok
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.Dengan demikian,Rencana Strategis (Renstra) OPD
Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana
kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi
masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholdersdan pemangku kepentingan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD tersebut serta
merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,

secara jelas menunjukan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai Strategis dan Politis, yaitu:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 |



Pemerintah Kota Depok

1. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan media untuk
mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada

saat kampanye kepada seluruh masyarakat.

2. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman Pembangunan selama

5 (lima) tahun.

3. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakanpedoman penyusunan Rencana

Kerja Tahunan Daerah (RKPD).

4. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrument

pengendalian

5. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021  merupakan instrument untuk mengukur

tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 5 (lima) tahun.

6. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Depok Tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa
ketentuan Hukum, Perundang-undangan, dan Peraturan pendukung lainnya sebagai

berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286).
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Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kao diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelanggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

20. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat
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Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E).
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011
Nomor 5).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015Nomor
9).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Depok 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor

1).

1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah

Kota Depok, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok 2006-2025

dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional 2010 — 2014 dan RPJMD Provinsi

Jawa Barat 2013-2018. Secara skematis, keterkaitan dokumen perencanaan tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJMD sebagai
dokumen strategis perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok, yang akan menjadi acuan bagi OPD untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.RKPD Kota Depok akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota
Depok.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RPJMD Kota Depok 2016-2021 terdiri dari 10 bab sebagai
berikut:
BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya
1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok
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BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB Il GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN
3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
3.2. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
3.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Isu Nasional dan internasional
4.2. Isu-isu Internasional
4.3. Penetapan isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VIl KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VIlII  INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PENUTUP

I.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok

Maksud penyusunan RPJM DaerahKota Depok 2016 — 2021 adalah untuk memberikan
arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah
Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan
dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kota Depok 2016- 2021dan program
pembangunan Walikota terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang
dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling

melengkapi satu dengan yanglainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
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Sedangkan tujuan penyusunan RPJM DaerahKota Depok 2016 - 2021 adalah:

1.

Mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan Pemerintahan di Kota Depok
dengan mempertimbangkan segala potensi dan Sumber Daya yang dimiliki Kota
Depok.

Merumuskan visi dan misi Kota Depok yang akan dicapaimelalui serangkaian
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Pembangunan
Daerah Jangka Menengah.

Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang
bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kota Depok dan pilihan program
prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis OPD (Renstra
OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan
perencanaan penganggaran.

Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
Kinerja tahunan setiap OPD.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan
pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan

secara terarah, terpadu, dan terukur.
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